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BUPATI MUARA ENIM

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI MUARA ENIM
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN

Menimbang

Mengingat

DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah Pasal 164 ayat
(2) bahwa pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/ atau
antar rincian obyek belanja dilakukan melalui Perubahan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun
Anggaran 2021;

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Peraturan
Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2021 perlu
menctapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam hurufl a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan

Belanjn Daerah Tahun Anggaran 2021;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat 1[I dan Kotapraja di Sumatera Selatan
(Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73,

Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor

1821);
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2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Megara RPapuiblile Indoneain

Nomor 4286);

3. Undang-Undang  Nomor ] Tahun 2004 tentang,

Perbendaharaan  Negara  (Lembaran  Negara  Republik

Indonesin Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
(Lembaran Negara

Tambahan

tentang Sistem

Perencanaan  Pembangunan  Nasional
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pcmerintah Pusat dan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara

republik Indonesia Nomor 5049),

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana tclah beberapakali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

B. Peraturan Pemenntah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan  Keuangan Kepala Dacrah dan Wakil Kepala
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4028),

9. Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang

Pengeloluan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana

Dipindai dengan CamScanner
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telah  diubah  dengan  Peraturan  Pemerintah Republik

nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan

Indonesin
tentang

Peraturan  Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
2012 Nomor 171,

Negara  Republik  Indonesia  Tahun
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah
Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada

Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4972}, scbagaimana tclah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah
Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintnh  Nomor 12 Tahun 2017 tentang

Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemerintah

Pembinaan  dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 604 1);
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15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Halke
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anppota Dewan
perwakilan - Rakyat  Daerah  (Lembaran Negnra  Repuhlile
Indonesia Tahun 2017 Noemor 106):

16. Peraturan Pemerintah  Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolann Kewangan Daerah [Lembaran Megara Republile
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambhahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Presiden Nomor © Tahun 2020 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Aneggaran 2021;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
239)

18. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Beneann
Kerja Pemerintah Tahun 2021; (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 201)

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daemh
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Pcraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaiman telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36

Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menten

Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cam
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peratumn
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2011 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 52 Tahun 2012
Tentang Pedoman Pengelolaan investasi Pemenntah Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 154,
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2017 tentanyg

Pengelolaan Transfer ke Dacrah dan Dana Desa sebagaimana

telahy Leberapa kal diubah terakhic dengan Pecaturan Meaten

121/PMK 0772018 tentang  Perubahan

Kevangan  Norg
Menten ReuLanini Nuinar

ketliga alas Peraluran

Dipindal dengan CamScanner
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S0/PMK.07/2017 tentang Pengelolnan Tranafer ke Daerah

dan Dann Desn;

22, Peraturan Menterj Dalom  Neperi Nomaor 62 tahun 2017

3
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah aerta

tentang
Dana  Operaional

Pelaksanaan  dan Pertangpungjawaban
epara Republik Indonesin Tahun 2017 Nomor 1067);
Nomor 36 Tahun 2018
Dalam

(Berita N
23. Peraturan  Menteri Dalam  Negeri

tentang  Tata  Cara  Penghitungan, Penganggaran
Belanja  Daerah, dan  Tertib

Anggaran  Pendapatan  dan
dan  Laporan

Administrasi Pengajuan,  Penyaluran,
Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai
Politik;

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11 14);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasilikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Menteri Perencanaan Pembangunan

26. Peraturan
Nasional/Kepala Badan Perencana Pembangunan Nomor 35

Tahun 2020 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2020 Nomor 470);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021; (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
28, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 nomor 1781);

Keuangan Nomor 113/PMK.07/2020

29, Peraturan  Menteri
Tahun 2020 tentang Penctapan Kurang Bayar dan Lebih

Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2020;

Sumaltera Selatan Nomor

30. Keputusan Gubernur
387 /KPTS/BPKAD/2021 tentang Alokasi Belanja Bantuan

Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten
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Menectapkan

aJl.

J2.

33.

34.

35.

-

Muara Enim Pada Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah
Provinsi Sumatern Selatan Tahun Anpegaran 2021,

Kepulusnn Gubernur Sumntern Selatan Nomeor
116/KPTS/DISBUN/2021 tentang Alokaai Dana Bagi Hasil
Tembnkau untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan
Pemerintah  Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan Tahun
Anpggaran 2021,

Peraturan Daerah Nemor 2 Tahun 2017 tentang Kedudukan
Protokoler, Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Muara Enim Tahun 2017 Nomor 2);

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Muara
Enim Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Muara Enim Tahun 2019 Nomor 7);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Dacrah Kabupaten Muara Enim Tahun 2016 Nomer 2)
sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor
8 Tahun 2019 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
2019 Nomor 8);

Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana
Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun
2021 (Berita Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2021

Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN

ANGGARAN 2021

Pasal |

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

l.

Daerah adaloh Kabupaten Muara Enim.
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2. Pemerintah Dacrah adalnh Pemerintah Kabupaten
Muara Enim.

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.

1. Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Muara Enim.

5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Dacrah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021

dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula Rp.2.491.700.753.944,00
b. Bertambah Rp. 50.985.428.308,00

Jumlah Pendapatan Daerah
Setelah Perubahan Rp.2.542.686.182.251,00

2. Belanja Daerah

a. Semula Rp.2.491.445.106.430,00
b. Bertambah Rp. 255.020.039.458,00

Jumlah Belanja Daerah
Setelah Perubahan Rp. 2.746.465.145.888.00

Defisit Setelah Perubahan Rp. (203.778.963.637,00)
3. Pembiayaan Daerah

a, PenerimaanPembiayaan
1) Semula Rp. 61.022.868.615,00
2) Bertambah  Rp_ 204.034.611.151,00

Jumlah Penerimoan Pembiayaan
SetelahPerubahan Rp.  265.057.479,7606,00
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b. PengeluaranPembiayaan
1) Sermula Rp. 61.278.516.129,00
2) Bertambah
/(Berkurang) Rp 0,00

Jumlah Pengeluaran Pembinyaan

Setelah Perubnhan Rp. 61.278.516.129,00

Jumlah Pembiayaan Netto

Setelah Perubahan Rp. 203.778.963.637,00

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Setelah Perubahan Rp. 0,00

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2,
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini yang terdiri dari:

1. Lampiran | Ringkasan Penjabaran Perubahan
APBD  Yang Diklasifikasi Menurut

Kelompok,  Jenis, Objek, Rincian
Objek, Pendapatan, Belanja, dan
Pembiayaan;

2. Lampiran Il Penjabaran Perubahan APBD Menurut
Urusan Pemerintahan Daerah,
Organisasi, Program, Kegiatan, Sub
Kegiatan, Kclompok, Jenis, Objek,
Rincian Objek, Pendapatan, Belanja,
dan Pembiayaan;

3. Lampiranlll Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Hibah;

4. Lampiran ]V Daftar Nama Penerima, Alamat
Penerima, dan Besaran Bantuan
Sosial,;

5. Lampiran V Rincian Dana Otonomi Khusus
Menurut Urusan Pemerintahan
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Dacrah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok,
Jenis, Objek, Rincian Objek

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

6.  Lampiran VI Rincian  DBH-SDA  Pertambangan
Minyak Bumi dan Pertambangan Gas
Alam/Tambahan DBH-Minyak dan
Gas Bumi Menurut Urusan
Pemerintahan  Daerah,  Organisasi,
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan,
Kelompok, Jenis, Objek, Rincian
Objek, Pendapatan, Belanja  dan
Pembiayaan;

7. Lampiran VIl Rincian Dana Tambahan Infrastuktur
Menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program,
Kegiatan, Sub Kegiatan, Kclompok,
Jenis, Objek, Rincian Objeck

Pendapatan, Belanja dan
Pembiayaan;

8. Lampiran VIIl Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah
Provinsi/ Kabupaten/Kota pada
Daerah Perbatasan Dalam

Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran
APBD dengan  Program  Prioritas

Perbatasan Negara.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 5

Pelaksanaan penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan
dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen

pelaksanann anggaran satuan kerjn perangkat dacrah sesuai

dengan ketentuan perundong-undangan,
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Pasal 6

o P aiie s .
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tangpal diundanglkan,
Agar setiap  orang  mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya

dalam Berita Dacrah Kabupaten Muara Enim.
Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 27 Oktober 2021
Pj. BUPATI MUARA ENIM,
dto.

NASRUN UMAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 27 Oktober 2021

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM,

dto.

EMRAN TABRANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2021 NOMOR 27.
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